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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap hari jutaan unit barang atau jasa beralih tangan dari seseorang pada
orang lainnya, peralihan itu dapat berupa peralihan pemilikan, untuk kenikmatan
atau untuk mencapai suatu sasaran tertentu, seperti sasaran komersial atau non
komersial. Dapat dibayangkan berapa juta hubungan hukum atau transaksi yang
terjadi sepanjang waktu tertentu, diantaranya transaksi untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari (pangan-sandang), maupun kebutuhan lainnya untuk jangka waktu
tertentu. Jadi intinya bahwa sebagian besar masyarakat kita adalah merupakan
konsumen.

Konsumen dalam melakukan transaksi barang atau jasa terhadap pihak
produsen atau pelaku usaha tersebut kemungkinan menimbulkan beberapa masalah,
misalnya pihak yang berkewajiban menyerahkan barang atau menyerahkan jasa
atau jika melakukan tidak sesuai dengan waktu, ataupun juga barang atau jasa itu
cacat, tidak sesuai dengan mutu, jumlah, serta lain-lain kualifikasi sebagaimana
yang telah disepakati seharusnya atau sepatutnya di harapkan dari jenis barang atau
jasa tersebut!. Keadaan tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara konsumen
dan pelaku usaha. Seiring dengan perkembangan pembangunan perekonomian
umumnya dan khusunya di bidang perindustian serta perdagangan nasional telah

menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi.

VAZ. Nasution, Konsumen dan Hukum ,Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 17

1



Pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen, dijelaskan bahwa di samping globalisasi dan
perdangangan bebas yang didukung kemajuan teknologi telekominikasi dan
informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan jasa melintasi
batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan
bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang
demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi kebutuhan konsumen akan
barang atau jasa diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan
untuk memilih aneka jenis dan kualitas barangatau jasa sesuai dengan keiinginan
dan kemampuan konsumen. Di pihak lain kondisi dan fenomena tersebut diatas
dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak
§eimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Adapun faktor-faktor
yang menyebabkan kedudukan konsumen lebih rendah dibandingkan .dengan
pelaku usaha antara lain di karenakan rendahnya pendidikan konsumen, lemahnya
kemampuan ekonomi dan juga lemah dalam pemanfaatan institusi peradilan.
Perlindungan hukum dari pemerintah dirasakan masih sangat lemah, dimana karena
kewenanganya seharusnya pemerintah bertindak melakukan perlindungan terhadap
masyarakat konsumen. |

Sehubungan dengan hak-hak konsumen dunia internasional melalui
Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengakui hak-hak konsumen melalui The

Internasional Organization Of Consumer’s Union, mengenai hak untuk

mendapatkan keamanan dan keselamatan terhadap barang-barang yang

dikonsumsinya dan sulit untuk meneliti sebelumnya tentang keamanan barang yang




bersangkutan. Kewajiban untuk menjamin suatu produk dari segi keamananya
dibebankan kepada produsen, mengingat sebagai tempat pembuat barang atau
produk yang bersangkutan produsenlah yang mengetahui komposisi dan masalah
yang menyangkut keamanan dari produk yang bersangkutan. Banyak kasus-kasus
yang terjadi ditengah masyarakat (konsumen) yang sangat merugikan seperti yang
mempunyai dampak dalam waktu yang agak lama dan mengancam jiwanya, ada
pula yang dirugikan hak dan finansialnya. Salah satu contoh kasus yang membawa
akibat melayangnya jiwa dari konsumen karena kelalaian produsen adalah kasus
biskuit yang mengandung racun berbahaya yaitu Anion Nitrit (N02) yang terjadi di
Tangerang pada tahun 1991. Kasus biskuit beracun tersebut, dikarenakan produsen
/pengusaha tersebut melanggar peraturan di bidang makanan yang membahayakan
kesehatan masyarakat sebagai konsumen .

Jika mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP), kasus tersebut melanggar Pasal 205 ayat (1)KUHP, yang menyatakan:
Bahwa barang siapa karena kealpaanya menyebabkan bahwa barang-barang yang
berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan
tanpa diketahui bahayanya bagi orang yang membeli atau yang memperoleh
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kur;xngan paling
lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah .

Hal tersebut dirasakan tidak sebanding dengan bahaya serta akibat yang
ditimbulkanya. Pada saat kasus tersebut terjadi, kita belum mempunyai perangkat

peraturan di bidang pangan dan juga undang-undang tentang perlindungan

konsumen.



Oleh karena itu upaya mewujudkan perlindungan konsumen tersebut
sangatlah jauh dari harapan. Masyarakat juga belum terkondisikan menjadi
masyarakat yang mempunyai kemauan atau menuntut dan disatu pihak tidak
terkondisinya pihak perusahaan / produsen takut terhadap kelalaian yang
diakibatkannya.’

Salah satu peran aktif masyarakat yang memperjuangkan kepentingan
konsumen seperti keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
yang berdiri sejak tahun 1973. Lembaga ini merupakan suatu lembaga swadaya
masyarakat yang mempunyai tugas selain menyebarkan gagasan tentang
perlindungan konsumen, meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak konsumen,
membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, serta melakukan
pengawasan bersama pcmen'ntal; dan masyarakat terhadap belaksanaan
perlindungan konsumen. Lembaga ini berdiri tidak jauh berbeda dengan LSM-
LSM yang ada di Indonesia yaitu didasari sikap kritis terhadap proses
pembangunan dalam kerangka moderenisasi yang lebith mengutamakan
pertumbuhan dan industrialisasi tanpa memperhatikan hak-hak serta tingkat
kemampuan masyarakat. Dalam sejarahnya pada tahun 1970-an prograin-program
yang berorientasi pada masalah-masalah hak asasi manﬁsia ,» gender, eksploitasi

buruh, perlindungan hukum serta melakukan advokasi.

2
) Ibrahim Idham, Laporan Akhir Penelitan Perlindungan Terhadap KonsumenBadan
Pembinaan Hukum Nasional(BPHN), Jakarta, 2001, hal. 80 .




Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN) di JABOTABEK dan Palembang mengenai perlindungan
konsumen dimana respondennya terdiri dari konsumen, pengusaha, pemerintah dan
lembaga bantuan hukum menyimpulkan pada umumnya masyarakat luas telah
mengakui eksistensi dan perlunya lembaga konsumen Indonesia. Lembaga
Konsumen diperlukan sebagai suatu lembaga yang memperjuangkan hak-hak
konsumen dan merupakan kontrol terhadap produsen. >

Masih terjadi benturan ataupun konflik antara lembaga konsumen sebagai
lembaga yang mewakili kepentingan konsumen dengan sebagian pengusaha.
Dikalangan sebagian pengusaha terdapat anggapan bahwa berkembangnya gagasan
perlindungan konsumen tersebut dapat menjadi penghambat untuk mencari
keuntungan besar dalam waktu singkat, karena pengusaha diwajibkan
meningkatkan mutu produksinya dan memperhatikan harga yang wajar serta
memperhatikan kepentingan konsumen yang lain. Namun bagaimanapun juga
kegiatan dan peranan lembaga konsumen Indonesia harus terus berkembang
disamping adanya- suatu peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan
konsumen. Bagi konsumen adalah tempat mengadukan masalah-masalah yang
dihadapi, bagi pengusaha lembaga konsumen harus dianggap sebagai kontrol untuk
meningkatkan pelayanan kepada konsumen, dan bagi pemerintah hendaknya
dianggap sebagai mitra dalam melaksanakan perlindungan terhadap masyarakat

umumnya dan konsumen khususnya.‘

3 =
A Mansour Fakih, Masyarakat Sipil Untuk Tansformasi Sosial, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta, 1996, hal. 5
4 Ibrahim Idham, Op. Cit. , hal. 83



Dengan perjuangan yang cukup panjang, akhimya pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
(L.N.RI.No0.42 tahun 1999) yang efektif mulai berlaku pada bulan April tahun
2000. Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 65 pasal, di dalam Undang-
undang ini antara lain memuat materi mengenai tujuan dari perlindungan
konsumen ( bab II Pasal 3), hak dan kewajiban konsumen (bab III pasal 4), pihak-
pihak yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha (bab IX pasal
46) dan juga mengatur tentang lembaga swadaya terhadap konsumen (bab IX pasal
44).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas yang kemudian mendorong penulis
untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan yayasan lembaga konsumen dalam
upaya mewujudkan perlindungan terhadap konsumen yang lebih lanjut dituangkan
dalam skripsi berjudul: Kewenangan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang

Dalam Upaya Mewujudkan Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999.



B. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam
skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang
(YLKP) dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 ?

2. Kendala apa saja yang dihadapi YLKP dalam upaya mewujudkan
perlindungan terhadap konsumen tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Yayasan Lembaga Konsumen Palambang
(YLKP) dalam upaya mewujudkan perlindungan terhadap konsumen dalam
memperjuangkan hak-haknya sebagéimana yang diatur dalam undang-undang
Nomor.8 Tahun 1999.

2. Untuk mengetahui kendala. yang di hadapi YLKP dalam upaya

mewujudkan perlindungan konsumen tersebut.



D. Ruang Lingkup
Agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu meluas, maka penulis
membatasi atau menitikberatkan permasalahan hanya pada peranan atau tugas
Yayasan Lembaga Konsumen Palembang ( YLKP )/membantu konsumen
barang dan jasa dalam memperjuangkan haknya dan untuk mengetahui
kendala yang dihadapi oleh YLKP tersebut dalam mewujudkan perlindungan
terhadap konsumen.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan
lapangan sehingga dapat diambil kesimpulan yang mendekati kenyataan.
2. Jenis Dan Sumber Data
a. Jenis Data
1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
dilapangan yakni: Yayasan Lembaga Konsumen Pelembang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari karya ilmiah yang
berhubungan dengan permasalahan.
b. Sumber Data
1 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi
kepustakaan yaitu: dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang

berkaitan dengan permasalahan, data sekunder ini berupa:



1.1 Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat
digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah perundang-
undangan konsumen yang berlaku saat ini, yaitu undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999

1.2 Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang
terdiri dari karya-karya ilmiah dibidang hukum yang
berhubungan dengan permasalahan.

3. Sumber data primer adalah data yang langsung didapat dari
wawancara dengan Yayasan Lembaga Konsumen Palembang
untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

F. Teknik Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari:
a. Data primer didapatkan dengan penelitian lapangan yaitu dengan teknik

wawaﬁcara dengan pihak terkait.

b. Data sekunder dalam penclitian ini diperoleh dengan studi dokumen.

G. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif
secara deskripsi dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis
dengan mengunakan dalam bentuk kata-kata untuk mengambarkan

kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.
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